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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 
Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
 
 
x 
 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
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3. بهذي Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di 
atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
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4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta 
Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   dengan huruf yang 
langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai 
dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang 
ditulis  dari kata yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
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Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila terltak di awal 
kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu  
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.  Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  
nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim dirangkaikan  
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata 
tersebut dalam transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخ ىهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
ARDHIAN DWI ARYANTO, NIM: 14.21.1.1.1.178“PELAKSANAAN AKAD 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT TUMANG CABANG 
SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 8 TAHUN 2000” 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah 
di KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta, dan untuk mengetahui kesesuaian akad 
pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta dengan Fatwa DSN-
MUI No.08 Tahun 2000. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
lapangan dengan lokasi penelitian di KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta dimana sumber 
data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder, 
dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisa 
data deduktif induktif. 
  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Di BMT Tumang Cabang Surakarta akad 
pada pembiayaan musyarakah dimana BMT memberikan kepercayaan kepada mudha>rib 
untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif. 
Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa pelaksanaan akad pembiayaan 
musyarakah di BMT Tumang Cabang Surakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 
08/DSN-MUI/IV/2000 hanya saja masih ada beberapa yang perlu dimaksimalkan dalam akad 
pembiayaan musyarakah seperti dalam pemantauan usaha nasabah, pembagian hasil agar 
tercapai maslahah antara pihak BMT dan nasabah. 
Kata kunci: Musyarakah, Akad, Pembiayaan 
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BAB I 
         PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
  Seiring banyaknya kalangan masyarakat yang melihat bahwa 
koperasi merupakan badan usaha yang istimewa. Di tengah krisis global 
dengan sistemkontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi 
pusaran paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islam sebagai 
sistem yang mampu memberikan daya tawar positif dengan menghadirkan 
nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi 
kehidupan.1 
 Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan 
Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha 
pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Pada tahun 1940 di 
Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang 
dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka empat tahun Mit 
Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah 
mencapai satu juta orang. Di Indonesia sandiri sudah muncul gagasan 
mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada 
seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar 
Internasional pada tahun 1976, bank syariah pertama di Indonesia adalah 
Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang 
                                                             
 1Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Bandung: CV pustaka Setia, 
2013), hlm. 5. 
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ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Dengan berkembangnya 
perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga 
keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan 
syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan 
mikro syariah yang sering disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT).2 
 Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu 
yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 
pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, 
Baitul Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan 
sedekah, serta penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.3 
 Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga 
keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat 
informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan 
dan lembaga keuangan formal lainnya. 
 Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan 
koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada 
                                                             
 2Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah (Padang: 
Akademia Permata, 2012), hlm. 2. 
 3Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Pranada Media 
Group, 2009), hlm 452. 
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lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan 
menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang 
berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank 
umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara 
konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika 
BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan 
telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat 
mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan 
terbatas.4 
Seiring perkembangan BMT yang ada di Indonesia terdapat salah 
satu BMT yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah yang bisa di 
katakan terbaik, dalam skala besar nasional yang menduduki salah satu 
dari 100 koperasi besar di Indonesia pada tahun 2017 yang berada di 
daerah Boyolali bagian barat yaitu KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah) BMT Tumang kabupaten Boyolali. Awal mulanya 
KJKS BMT Tumang diresmikan pada tanggal 1 oktober 1998 oleh 
pimpinan kantor KSPPS BMT Tumang  dan mulai beroperasi pada tanggal 
1 oktober 1998 juga sebagai KSPPS BMT yang pertama di Boyolali. 
Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani umat, BMT TUMANG 
telah berkembang dengan sangat cepat, untuk saat ini sudah tersebar 19 
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Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 456-457. 
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cabang di karesidenan Surakarta  hingga akhir Desember 2017 total aset 
BMT TUMANG mencapai 166 Miliyar dengan total pembiayaan sebesar 
111,4 Miliyar dan simpanan sebesar 146,2 Miliyar. Dengan slogan; 
“Membangun kemandirian menuju kesejahteraan” BMT TUMANG ingin 
terus mengembangkan jaringan dan menebar manfaat bagi masyarakat 
sekitar. Bukan hanya bergerak pada bisnis keuangan syariah, KSPPS BMT 
TUMANG juga hadir sebagai penggerak ekonomi ummat lewat Baitul 
Maalnya.  Tercatat jumlah aset Baitul Maal BMT Tumang pada akhir 
Desember 2017 mencapai 1,03 Miliyar. Dengan jumlah dana tabaru‟ yang 
ditunaikan mencapai Rp 258,844,473,00, dan total penggunaan dana sosial 
dan pemberdayaan sebesarRp 640,412,800.Dengan pergerakan lembaga 
keuangan dan lembaga sosial dakwahnya, KSPPS BMT TUMANG hadir 
sebagai motor penggerak perekonomian dengan memberantas riba dan 
mencabut kemiskinan sampai ke akar-akarnya.5 
Salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Tumang 
adalah pembiayaan investasi dengan akad pembiayaan Musya>rakah 
mengikuti prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah. 
 BMT Tumang cabang Surakarta dalam aplikasi akad pembiayaan 
musya>rakah menggunakan jenis syirkahinan yaitu kontrak antara dua 
orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan 
dana dan kerugian dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak 
                                                             
5 BMT Tumang, http://www.bmttumang.com// pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul  
22.00 WIB.   
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dalam keuntungan dan kerugian dibagi berdasarakan kesepakatan. Akan 
tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupan kerja atau 
hasil, tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan mereka.6 
 Dari beberapa hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian yang akan di tuangkan dalam skripsi yang 
berjudul“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musya>rakah Di KSPPS BMT 
Tumang Cabang Surakarta Dalam perspektif Fatwa DSN MUI No 8 
Tahun 2000”. 
B. Rumusan Masalah 
Berpijak dari latar belakang permasalahan diatas,maka perlu 
kirannya penulis merumuskan pertanyaan untuk memperlancar dan 
menentukan arah dari penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan musya>rakah di KSPPS BMT 
Tumang Cabang Surakarta? 
2. Apakah pelaksanaan akad pembiayaan Musya>rakah tersebut sudah 
sesuai menurut Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang muncul, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian adalah: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pada pembiayaan musyarakah 
di KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta 
                                                             
 6Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil …, hlm..22. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan musya>rakah 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000. 
2. Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
khasanah pemikiran dan memperkaya wawasan pengembangan 
pengetahuan yang berhubungan dengan lembaga keuangan, 
khususnya KSPPS BMT Tumanng Cabang Surakarta dalam 
mengelola usahanya, khususnya tentang  pembiayaan musya>rakah. 
b. Dari penelitian diharapkan memberikan informasi dan masukan 
bagi pengelola KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta bahwa 
segala produk simpanan maupun pembiayaan di BMT sudah sesuai 
dengan prinsip syariah. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang mekanisme akad 
pembiayaan musya>rakah. 
 
D. Telaah Pustaka 
 Sekarang ini banyak karya-karya yang mengangkat atau membahas 
mengenai sistem ekonomi Islam atau lebih khusus bagi lembaga keuangan 
yang menggunakan sistem syariah. Untuk itu penulis dalam melengkapi 
kekurangan dengan data yang diperoleh di tempat penelitian, literatur buku 
menjadi bahan tambahan untuk melengkapi penelitian tersebut. Buku-buku 
yang dijadikan acuan sesuai dengan judul skripsi antara lain: 
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 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil buku 
ini berisi tentang strategi pemberdayaan baitul mal wa tamwil, baitul mal 
wa tamwil kedudukan fungis dan tujuannya dalam pembangunan ekonomi, 
problematikaa BMT.
7
 
 Ahmad Dahlan yang berjudul Bank Syariah Teoritik, Praktik, 
Kritik yang di salah satu bab nya membahas mengenai membahas 
mengenai akad musyarakah. Musya>rakah (join venture profit sharing) 
adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (a‟mal, capital), atau 
keahlian/menajeral (a‟mal, expertise), dengan kesepakatan keuntungan 
dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian di tanggung bersama.
8
 
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Buku ini 
secara khusus membahas Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, terutama 
yang berkembang di Indonesia. Di dalam buku ini disajikan konsep dan 
praktik Bank Syariah, Pasar Uang Syariah, Pasar Modal Syariah, 
Reksadana Syariah, Pasar Uang Syariah, Asuransi Syariah, Dana Pensiun 
Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Lembaga Pembiayaan 
Syariah yang terdiri dari Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Anjak 
Piutang, Perusahaan Kartu Plastik, dan Perusahaan Pembiayaan 
Konsumen. Ada pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdiri dari 
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 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Bandung: CV pustaka 
Setia, 2013). 
 8 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012). 
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Pegadaian Syariah, Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf, 
dan Koperasi Syariah atau BMT. Dalam buku edisi kedua ini berbagai hal 
telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi.
9
 
 Skripsi dari Siti Hanifah dengan judul “Aplikasi Sistem 
Pembiayaan Musyarakah Dalam perspektif Hukum Islam (pada Bank 
Syariah Mandiri Surakarta).” Fakultas Syariah Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2016. Dalam skripsi ini dijelaskan sistem 
pembiayaan Musyarakah dalam perspektif hukum islam.
10
 
 Skripsi dari Nita Setyawati dengan judul “Analisis Akad 
Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha 
Barakah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul.” Universitas Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas 
Dakwah Dan Komunikasi, 2015 dalam penelitian ini peneliti lebih menitik 
beratkan pada apa yang menjadi kendala oleh para pihak dalam 
pelaksanaan pembiayaan musyarakah.
11
 
 Skripsi dari M. Khoirul Hidayatullah, dengan judul “Analisis 
Pembiayaan Musyarakah Harian di Kjks Ar Rahmah Gringeng Batang”, 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurusan Perbankan 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015. Dalam penelitian ini 
                                                             
 9 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Pranada Media 
Group, 2009). 
 10 Siti Hanifah,“Aplikasi Sistem Pembiayaan Musyarakah Dalam perspektif Hukum Islam 
(pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)”,(skripsi, IAIN Surakarta,2016). 
 11 Nita Setyawati,“Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil 
(BMT) Artha Barakah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul.” (Skripsi, Universitas Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) 
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peneliti menitik beratkan pada prosedur pembiayaan musyarakah dan 
analisis pembiayaan musyarakah harian. 
Dari penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang terdapat 
persamaan dan perbedaan dalam penelitian. lebih khusus lagi penulis ingin 
membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad pada pembiayaan 
musya>rakah dan kesesuaian Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. 
E. Kerangka Teori 
1. Musyarakah 
a. Pengertian Musyarakah 
Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih 
pengusaha pemilik dana/modal berkerja sama sebagai mitra 
usaha,membiayai investasi usaha baru atau sudah berjalan. Mitra 
usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen 
perusahaan,tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat 
membagi pekerjaan mengelolah usaha sesuai kesepakatan dan 
mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian 
yang mereka curahkan untuk usaha tersebut
12
. 
b. Landasan Syariah 
1. Al-Qur‟an 
Prinsip musyarakah dalam Islam didasarkan pada firman 
Allah SWT dalam Al-quran Surat Shad ayat 24 : 
                                                             
 12Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.51. 
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 ًِ ِجَاِعو َٰىنِإ َِكتَجَْعو ِلاَؤُِسب َكََمهَظ َْذَقن َلَاق  ۖ  َهِم اًزِيثَك َِّنإ ََ
 اُُهِمَع ََ  اُُىَمآ َهيِذَّنا َِّلَّإ ٍضَْعب َٰىهَع ْم ٍُ ُضَْعب يِغَْبَين ِءاََطهُخْنا
 ْمٌُ اَم ٌميِهَق ََ  ِتاَحِنا َّصنا  ۖ  ُ ًَّبَر َزَفَْغتْسَاف ُياََّىَتف اَمََّوأ ُدَ َُ َاد َّهَظ ََ
 َبَاَوأ ََ  ًاعِكاَر َّزَخ ََ 
“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". 
Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat”. (QS.Shad:24)13 
 
2. Al-Hadist 
 َّشنا ُثناث اوأ ُلُقي َالله َّنإ َلاق ًُعفر َةزيزٌ يَبأ هَع َمن ام ِهيكيز
 ًُبحاص امٌُذحأ هُخَي 
Dari Abu Hurirah, Rasulullah S.A.W. bersabda,” Sesungguhnya 
Allah Aza wa Jalla berfirman, „Aku pihak ketika dari dua orang 
yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati 
lainnya,” (HR Abu Dawud no.2936)14 
 
 Dari landasan Al-Quran dan hadits dapat disimpulkan 
bahwa transaksi musyarakah itu diperbolehkan dan halal serta sah, 
karena tidak ada unsur riba di dalamnya dan dalam menjalankan 
bisnis serta aktifitas perdagangan berbasis pada perolehan 
                                                             
 13QS Shad Ayat 24. 
14Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Teori ke Praktik, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 90. 
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keuntungan yang sah menurut syariah serta dilakukan secara suka 
sama suka diantara kedua belah pihak. 
 Dalam bank Islam, modal musyarakah, sebagai kerjasama 
pendanaan “inan” (syirkah „inan fi al-mal) merupakan bentuk yang 
cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks 
kata musyarakah ini adalah dalam kerjasama (partnership), 
masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase 
modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan 
kontribusi modal secara sama15. 
2. Jenis-Jenis Musyarakah 
 Musyarakah mempunyai 2 jenis yaitu musyarakah pemilikan dan 
musyarakah akad (kontrak). 
a. Musyarakahpemilikan yaitu yang terjadi karena warisan, wasiat 
atau faktor lainnya yang mengakibatkan pemilikan asset oleh dua 
orang atau lebih, serta berbagi dalam kepemilikan aset riil tersebut 
atas keuntungan yang dihasilkan daripadanya. 
b. Musyarakah Akad yaitu terjadi karena kesepakatan dua orang mitra 
atau lebih yang bekerjasama dalam permodalan, kerja, dan atau 
keahlian serta berbagi keuntungan dan kerugian dari kemitraan 
tersebut. Musyarakah Akad/ Kontrak ini memiliki berbagai jenis 
dan variasi, yakni : 
                                                             
 15Jaka Susila, Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan syariah, Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta) Vol. 1, No2, 2016, hlm. 138. 
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a) Musyarakah Al-inan yang dibentuk oleh beberapa orang mitra 
dalam suatu perniagaan, setiap mitra memberikan suatu porsi 
dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Para 
mitra berbagai keuntungan dan atau kerugian yang diperoleh 
berdasarkan kesepakatan, tetapi tidak disaratkan sama, baik 
dalam porsi danamaupun kerja atau bagi hasil. Bentuk syirkah 
ini paling banyak diimplementasikan karena lebih mudah dan 
praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal , 
pekerjaan dan pembagian bagi hasil. 
b) Musyarakah Mufawadha (sama-sama), bentuk perniagaan dari 
beberapa orang mitra yang menyetorkan jumlah modal, beban 
pekerjaan/ kerja, dan tanggung-jawab serta keuntungan dan 
atau kerugian yang seluruhnya dilakukan secara sama. Dalam 
syrikah ini setiap mitra memilik hak dan kewajiban yang sama 
dan tidak diperkenankan salah satu mitra memiliki modal dan 
keuntungan yang lebih besar dari mitra lainnya. 
c) Musyarakah Al-amal yang dibentuk oleh beberapa orang mitra 
yang bermodalkan profesi dan keahlian masing-masing . 
profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. 
Berdasarkan profesi mereka masing-masing bersepakat untuk 
melakukan perniagaan, misalnya menyewa suatu tempat untuk 
melakukan perniagaan, dan jika memperoleh keuntungan akan 
dibagi menurut kesepakatan mereka masing-masing. 
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d) Musyarakah Wujuh yang dibentuk tanpa modal dari para mitra. 
Modal dibentuk dari reputasi nama baik para mitra karena 
kepribadiannya dan kejujurannya diantara mereka didalam 
melakukan suatu perniagaan.16 
3. Manajemen  
 Manajeman ialah sebuah seni untuk mengatur sesuatu. Baik orang 
ataupun pekerjaan. Manajemen ada tentu ada tujuannya, tujuan paling 
utama untuk mencapai target yang telah di tentukan. Dalam 
manajemen pembiayaan ada salah satu prinsip yaitu: 
Prinsip mengenal nasabah (know how costumer principle) 
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank 
untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah. Tujuan yang 
hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah 
meningkatkan peran lembaga keuangan dalam menghindari berbagai 
kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan 
aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan 
reputasi lembaga keuangan.17 Manajemen pemberian pembiayaan 
kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu 
harus terpenuhi persyaratan yang di kenal dengan prinsip 5C yang 
terdiri dari: 
a. Character  
                                                             
 16 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: 
Kencana 2014), hlm. 330. 
17Nurul Huda dkk, Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta: Amzah,2016), hlm. 44. 
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Character adalah watak/sifat dari customer,baik dalam 
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan 
dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana 
customer untuk memenuhikewajibanya sesuai dengan 
perjanjian yang telah ditetapkan. 
b. Capital 
  Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki 
oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam 
perusahaan, tentu semakain tinggi kesungguhan calon 
mudharib  menjalankan usahannya dan bank akan merasa lebih 
yakin memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, komposisi 
modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya 
modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank 
hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk 
membiayai seluruh modal yang diperlukan. 
c. Capacity  
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 
dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 
diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk 
mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib 
mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara 
tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 
d. Collateral 
15 
 
 
Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 
angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral 
harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko 
kewajiban finansial mudharib kepada bank. 
e. Condition of Economy 
Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, 
sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan 
perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat 
mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. 
Syariah adalah penilaian yang dilakukan untuk menegaskan 
bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang 
tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum islam.18. 
4. Fatwa DSN MUI 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Musyarakah Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, 
Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan musyarakah 
Pertama: beberapa ketentuan: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut. 
                                                             
 18Veithzal Rivai, Islamic Financial Management,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 
.352. 
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a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut. 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 
diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah 
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian) 
a. Modal 
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1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset 
perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para 
mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi 
kerjabukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
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1) Keuntungan harus dikuantufikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap 
keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu 
diberikan kepadanya. 
2) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan 
jelas dalam akad. 
d. Kerugian 
   Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.19 
 
 
                                                             
 19 Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000. 
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F. Metode Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 
penelitian untuk dapat memperoleh data valid diantara metode penelitian yang 
digunakan adalah :  
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini mengkaji 
keadaan realita yang ada dilapangan yang dilakukan dengan merumuskan 
masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada 
dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun 
rekomendasi untuk pembuatan keputusan.20 
2. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data ini merupakan sumber data yang 
diperoleh dari lapangan dengan mengaji langsung peristiwa yang ada 
dalam lapangan yaitu BMT Tumang Cabang Surakarta yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Manajemen Objek Akad 
Dalam Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BMT Tumang Cabang 
Surakarta Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI NOMOR 8 Tahun 2000 
                                                             
 20Kuntjojo,  Metodologi Penelitian, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), 
hlm. 16. 
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Data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu individu 
atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti. data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan 
pihak BMT Tumang Cabang Surakarta yaitu dengan Bapak Aris 
selaku manajer dimana salah satu yang memproses akad pembiayaan 
musya>rakah.. Selama penelitian satu bulan yang dimulai tanggal 26 
juli 2018 sampai dengan 26 agustus 2018 hanya menemui  empat 
pembiayaan musya>rakah. 
b.  Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 
pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data 
pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang 
masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.21 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Lokasi dari penelitian yang dilakukan ini adalah BMT Tumang 
Cabang Surakarta dimana waktu penelitian dilakukan pada tanggal 26 juli 
2018 sampai dengan 26 agustus 2018. 
4. Tehnik pengumpulan data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar 
mendapat dan memperoleh infomasi yang akan dibutuhkan dalam 
mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah : 
                                                             
  21Kuntjojo, Metodologi Penelitian, hlm. 34. 
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a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat 
pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah wawancara mendalam.  
Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana 
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang 
relative lama.
22
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti.23 
Dalam teknik ini, penyusun menggunakan teknik wawancara 
semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori 
in-deptinterview dimana didalam pelaksanaanya lebih bebas bila 
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini sudah 
                                                             
22Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139. 
23Sugiyono Alfabert, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), hlm. 137. 
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disiapkan pertanyaan tapi belum ada jawabannya. Tujuan dari 
wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahanya secara lebih 
terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 
ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengar 
kan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.24 
b. Dokumentasi  
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.Dengan teknik ini, penyusun meneliti 
data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian 
seperti photo dan surat-surat, selama melakukan penelitian di BMT 
Tumang Cabang Surakarta. 
c. Observasi 
Merupakan pengamatan yang penyusun lakukan baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.Dalam 
observasi ini, penyusun menggunakan teknik observasi non partisipan. 
Observasi non partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam 
kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah 
berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya 
bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke 
lapangan.25 
                                                             
24Muchson, Statistik Deskriptif, (Guapedia, 2008), hlm. 26.  
25Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, hlm. 140. 
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5. Teknik Analisis Data 
Metode Deduktif 
Merupakan metode berfikir yang didasarkan pada prinsip 
pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik 
menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.Menggunakan pola 
berpikir deduktif, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan 
cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan 
fenomena-fenomena yang bersifat khusus.26Dilakukan dengan cara 
menilai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian 
dicocokan dengan landasan yang ada. 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan 
skripsi ini niar terarah perlu penulis kemukakan sistematika penulisan. 
Sistematika penulisan ini tersusun atas lima bab, dimana tiap bab terdiri 
dari sub-sub bab dan bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan 
diakhiri dengan penutup. 
 
 
 
 
 
                                                             
26Kuntjojo, Metodologi Penelitian, hlm. 11. 
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 Bab pertama didahului dengan bagian pendahuluan, yang 
memberikan gambaran secara umum mengenai judul skripsi dengan 
menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan. 
 Bab kedua beris tentang teori-teori pembiayaan Musyarkah, fatwa 
dsn mui nomer 8 tahun 2000dan teori-teori lain yang berkaitan dengan 
penelitan penulis. 
 Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Tumang 
Cabang Surakarta. Bab ini berisi tentang profil BMT Tumang Cabang 
Surakarta, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, manajemen 
pembiayaan musya>rakah. 
 Bab keempat Analisis dan pembahasan yang terdiri dari 
manajemen objek akad pembiayaan musya>rakah dan kesesuaian fatwa dsn 
mui nomer 8 tahun 2000 
  Bab Kelima merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi 
tentang kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang 
terkait, sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Musyarakah 
Secara bahasa kata syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) dan 
persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta 
dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.1 Para faqih 
mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan 
keuntungan.2Beberapa pengertian syirkah secara terminologi disampaikan 
oleh ulama mazhab sebagai berikut:  
Menurut ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah 
penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang 
berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.Menurut fuqaha 
Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (izin) ber-tasharuf bagi masing-
masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling 
memberikan izin kepada pihak lainnya men-tasharuf-kan harta (objek) 
perserikatan. Menurut fukaha Hanabilah, al-syirkah adalah persekutuan 
dalam hak dan tasharuf. Menurut fukaha Syafi‟iyah, al-syirkah adalah 
berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan 
persekutuan.3 
                                                             
1 Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63. 
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal (Depok: 
Keira Publishing, 2015), hlm. 251. 
3 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghadia Indonesia, 
2012), hlm. 151.   
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Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (syirkah) adalah 
keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan 
sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-
sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian 
dalam bagian yang ditentukan.Dalam istilah fikih, syirkah adalah suatu 
akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan besekutu 
dalam keuntungan.4 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam 
melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ 
expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad 
jenis ini disebut profit & loss sharing.5 
Menurut Fathurrahman Djamil, syirkah adalah kerja sama usaha 
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing -
masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.6 
Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, musyarakah adalah akad 
kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-
                                                             
4 Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi 
Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 180.   
5 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 29. 
6 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan,hlm. 226.   
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masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa 
keutungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang 
mempunyai unsur: (1) pengkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau 
rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang 
dari ajaran Islam.7 
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad 
musyarkah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja 
sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian). 
B. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musya>rakah 
Rukun musyarakah terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan penawaran 
dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat 
dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana 
dan pekerjaan/usaha.Syarat musyarakah yaitu sebagai berikut. 
1. Ijab kabul. Persyaratan khusus untuk kontrak musya>rakah tidak ada, 
yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. 
Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang 
dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian musyarakah 
sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan saksi. 
                                                             
7Siah hsyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.202. 
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2. Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang 
berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan 
yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.8 
3. Objek kontrak (dana dan kerja) dana atau modal diberikan harus uang 
tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati 
hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal 
berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, 
perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi‟i dan Maliki 
mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus 
dicampur. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat itu jika 
modal dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak 
mensyaratkan pencampuran dana. 
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah 
ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka 
menyatakan tidak akan ikut serta mengangani pekerjaan dalam kerja 
sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka memegang beban kerja 
secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih 
dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih 
bagi dirinya.9 
 
 
                                                             
8Ibid, hlm.  210. 
9Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghadia Indonesia, 
2012), hlm. 151. 
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C. Landasan Syariah 
1. Al-Qur‟an 
Prinsip musyarakah dalam Islam didasarkan pada firman Allah 
SWT dalam Al-quran Surat Shad ayat 24 : 
 
 ًِ ِجَاِعو َٰىِنإ َِكتَجَْعو ِلاَؤُسِب َكََمهَظ َْذَقن َلَاق  ۖ  يِغَْبَين ِءاَطَهُخْنا َهِم اًزِيثَك َِّنإ ََ
 ُْمٌ اَم ٌميِهَق ََ  ِتاَحِنا َّصنا اُُهِمَع ََ  اُُىَمآ َهيِذَّنا َِّلَّإ ٍضَْعب َٰىهَع ْم ٍُ ُضَْعب  ۖ 
 ُدَ َُ َاد َّهَظ ََ  َبَاَوأ ََ  ًاعِكاَر َّزَخ ََ  ُ ًَّبَر َزَفَْغتْسَاف ُياََّىَتف اَمََّوأ 
“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat”.(QS.Shad:24)10 
 
2. Al-Hadis 
 ًُبحاص امٌُذحأ هُخَي مَن ام ِهيكيزَّشنا ُثناث اوأ ُلُقي َالله َّنإ َلاق ًُعفر َةزيزٌ يَبأ هَع 
Dari Abu Hurirah, Rasulullah S.A.W. bersabda,” Sesungguhnya Allah Aza 
wa Jalla berfirman, „Aku pihak ketika dari dua orang yang berserikat 
selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,‟” (HR Abu Dawud 
no.2936)11 
Dari landasan Al-Quran dan hadits dapat disimpulkan bahwa 
transaksi musyarakah itu diperbolehkan dan halal serta sah, karena tidak 
ada unsur riba di dalamnya dan dalam menjalankan bisnis serta aktifitas 
                                                             
 10QS Shad Ayat 24. 
11Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Teori ke Praktik, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 90. 
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perdagangan berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut 
syariah serta dilakukan secara suka sama suka diantara kedua belah pihak. 
Dalam bank Islam, modal musyarakah, sebagai kerjasama pendanaan 
“inan” (syirkah ‘inan fi al-mal) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-
bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata musyarakah ini adalah 
dalam kerjasama (partnership), masing-masing partner bisa memberikan 
kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan 
memberikan kontribusi modal secara sama. 
D. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayan 
Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I 
trust, yaitu „saya percaya‟ atau saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan 
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank 
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 
yang diberikan kepada bank selaku shahibul maal. Dana tersebut 
harusdigunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan 
syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah 
pihak.12 
beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang 
umum di kenal luas oleh masyarakat yakni: 
                                                             
12
Veithzal Rivai,Islamic Financial Management, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010),  
hlm.698. 
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a. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk: 
1) Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan 
Note Purchasing Agreement (NPA). 
2) Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.13 
Dengan demikian dalam pratiknya pembiayaan adalah: 
a) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan 
harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama 
dikemudian hari. 
b) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian 
tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) 
yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.  
c) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat 
menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan 
tertentu pula.14 
E. Prinsip 5C 
                                                             
13
Veithzal Rivai,Islamic Financial Management,  hlm.700. 
14
Ibid., hlm. 701. 
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 Pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat 
dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang di 
kenal dengan prinsip 5C yang terdiri dari: 
1. Character  
Character adalah watak/sifat dari customer,baik dalam kehidupan 
pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian 
ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana customer untuk 
memenuhikewajibanya sesuai dengan perjanjian yang telah 
ditetapkan. 
2. Capital 
Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh 
calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu 
semakain tinggi kesungguhan calon mudharib  menjalankan 
usahannya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan 
pembiayaan. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu 
ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, 
mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan 
dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. 
3. Capacity  
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 
dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 
diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk 
mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharibmampu 
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mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, 
dari hasil usaha yang diperolehnya. 
4. Collateral 
Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 
angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus 
dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban 
finansial mudharib kepada bank. 
5. Condition of Economy 
Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian 
yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran 
perusahaan calon mudharib. 
Syariah adalah penilaian yang dilakukan untuk menegaskan 
bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak 
melanggar syariah sesuai dengan hukum islam.15. 
F. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah 
Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) 
sebagaimana dikutip oleh M. zaidi Abdad, bahwa syirkah merupakan 
perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi 
baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut nya tujuan dan manfaat 
dari adanya syirkah paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 
                                                             
 15Veithzal Rivai, Islamic Financial Management (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 
352. 
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a. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham 
b. Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. 
c. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah 
untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.16 
Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio terdapat banyak manfaat dari 
pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya: 
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ada 
saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu 
kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan 
dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan 
pernah mengalami negative spread. 
c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 
flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan 
nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha 
yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini 
karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang 
akan dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda 
dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih 
penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap 
                                                             
16 Mardani, Hukum Perikatan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 231. 
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berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan 
sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 
Disamping manfaat sebagaimana tersebut di atas, al-musyarakah 
ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di 
antaranya side streaming yakni nasabah menggunakan dana itu bukan 
seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan 
yangdisengaja.Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan 
oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.17 
G. Fatwa DSN MUI 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan musyarakah Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, 
Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan musyarakah 
Pertama: beberapa ketentuan: 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 
(akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut. 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
                                                             
17
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012), hlm. 220. 
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2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut. 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 
kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian) 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset 
perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
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2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan.  
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi 
kerjabukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam 
kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantufikasi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap 
keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas 
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dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu 
diberikan kepadanya. 
2) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
d. Kerugian 
   Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.18 
  
 
 
 
                                                             
18
Fatwa Dsn Mui No 8 Tahun 2000. 
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BAB III 
DISKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum  BMT Tumang 
1. Sejarah BMT Tumang 
Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada 
masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berangkat dari keprihatinan akan nasib 
masyarakat desa yang justru merupakan jumlah mayoritas penduduk di Indonesia, 
khususnya di daerah Boyolali. Juga, apabila melihat perputaran uang yang 
sebagian besar ada di kota serta sulitnya pengusaha mikro dan kecil di pedesaan 
dalam mengakses permodalan dari perbankan. 
Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan 
lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan 
masyarakat.Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi 
kajian tersendiri di kalangan umat Islam.Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan 
oleh masyarakat Desa Tumang.Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan 
ekonominya berkutat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah 
bank plecit.
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Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak 
Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa 
                                                             
1BMT Tumang, http://www.bmttumang.com//, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 
pukul 22.00 WIB. 
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Tumang. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 
1998, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal 
awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada 
tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen 
koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih 
dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”. 
Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani umat, BMT TUMANG 
telah berkembang dengan sangat cepat, hingga akhir Desember 2017 total aset 
BMT TUMANG mencapai 166 Miliyar dengan total pembiayaan sebesar 111,4 
Miliyar dan simpanan sebesar 146,2 Miliyar. Dengan slogan; “membangun 
kemandirian menuju kesejahteraan” BMT TUMANG ingin terus mengembangkan 
jaringan dan menebar manfaat bagi masyarakat sekitar.Bukan hanya bergerak 
pada bisnis keuangan syariah, KSPPS BMT TUMANG juga hadir sebagai 
penggerak ekonomi ummat lewat Baitul Maalnya. 
Tercatat jumlah aset Baitul Maal BMT Tumang pada akhir Desember 2017 
mencapai 1,03 Miliyar. Dengan jumlah dana tabaru‟ yang ditunaikan mencapai 
Rp 258,844,473,00, dan total penggunaan dana sosial dan pemberdayaan sebesar 
Rp 640,412,800.Dengan pergerakan lembaga keuangan dan lembaga sosial 
dakwahnya, KSPPS BMT TUMANG hadir sebagai motor penggerak 
perekonomian dengan memberantas riba dan mencabut kemiskinan sampai ke 
akar-akarnya.
2
 
 
                                                             
2Ibid.,  
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2. Visi dan Misi  
a. Visi 
Menjadikan Lembaga Keuangan Syariah yang Mandir, Modern 
dan Sejahtera. Makna visi : Visi tersebut menggambarkan suatu 
semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis 
syariah, dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang 
baik, tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah 
SWT. 
b. Misi 
Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 
amanah, dan sejahtera. Penjelasan : BMT TUMANG berupaya 
mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mandiri, secara 
terus menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan 
yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan 
bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, 
daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga 
keuangan terkemuka. Dalam melaksanakan jasa layanan lebih 
mengutamakan norma-norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan 
sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai 
tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta 
masyarakat luas.Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan 
berdaya saing tinggi. Penjelasan : untuk mencapai Visi yang telah 
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ditetapkan, BMT berupaya mengembangkan SDM yang profesional, 
kompeten, memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu 
menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.Meningkatkan sarana 
dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT. 
Penjelasan: untuk mendukung layanan keuangan syariah yang modern, 
BMT berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 
dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 
yang modern sesuai perkembangan zaman. 
3. Identitas Lembaga  
Nama Lembaga  : KSPPS BMT TUMANG 
Tanggal Berdiri  : 1 Oktober 1998 
No. Badan Hukum  : 242/BH/KDK.II.25/IV/1999 
NPWP    : 02.014.0381.4-527.000 
Waktu Operasional  : Jam Buka Kas 
     Senin-Jumat Pukul 08.00-16.00 
Wilayah Kerja   : Jawa Tengah 
Perubahan Anggaran Dasar : 02/PAD/XIV/I/2001 (Koperasi Jasa 
Keuangan    Syariah) (KJKS) BMT 
TUMANG 
 Tingkat Provinsi Jawa Tengah 
Perubahan Anggaran Dasar : 155/Lap-PAD/VIII/2016 (Koperasi 
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) 
(KSPPS) BMT TUMANG 
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4. Struktur Organisasi BMT Tumang 
Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut
3
: 
a. Rapat Anggota 
 Merupakan lembaga tertinggi pada koperasi dan akan 
mengadakan rapat setahun satu kali. Tugasnya antara lain : 
1) Mengevaluasi kinerja koperasi secara keseluruhan selama satu 
tahun 
2) Memberikan catatan hasil kinerja selama satu tahun kepada 
pemangku kepentingan.  
Wewenang antara lain : 
1) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran dan pendapat 
koperasi untuk buku berikutnya dan peninjauan anggaran 
belanja untuk tahun buku yang berjalan. 
2) Penetapan pembagian sisa hasil usaha 
3) Pemilihan pengangkatan anggota pengurus ( jika jabatan telah 
habis) 
b. Pengurus 
Tugasnya antara lain : 
1) Menyeleseikan RAT 
2) Menyusun merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan 
persetujuan Rapat Anggota. 
3) Menyelenggarakan rapat pengurus untuk : 
                                                             
3
SOP (standar Operating Prosedur) KJKS BMT Tumang 2011. 
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a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT 
Tumang 
b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT 
Tumang. 
c) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan 
dengan BMT Tumang. 
Wewenangnya antara lain : 
1) Bersama pengurus yang lain mengangkat, memberi sanksi dan 
memberhentikan pengelola BMT Tumang.  
2) Menyetujui /menolak mengenai : 
a) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang Manager 
Utama 
b) Kebijakan baru BMT Tumang dengan pertimbangan 
dari sekertaris bendahara.  
c) Kerjasama dengan pihak lain (investor dariluar) yang 
diusulkan manager. 
3) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan Manager utama 
c. Pengawas  Management 
Tugasnya antara lain : 
1) Melakukan monitoring setia psaat dan audit internal minimal 
satu kali dalam satu tahun. 
2) Memberikan pengarahan terhadap pengangkatan pengelola 
penyusunan anggaran dan rencana kerja. 
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3)  Memberikan pengarahan terhadap pembiayaan yang tidak data 
diputuskan oleh pengurus. 
Wewenangnya adalah : 
1) Mengawasi dan memeriksa laporan keuangan dan aspek 
manager lainnya. 
d. Pengawas Syariah 
Tugasnya antara lain : 
1) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal 
satu kali dalam setahun. 
2) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan 
pengelola, penyusun anggaran dan rencana kerja. 
3) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan arahan yang 
berkaitan dengan aspek syariah. 
Wewenangnya ialah : 
1) Mengawasi dan memeriksa kegiatan BMT agar sesuai dengan 
kaidah syariah Islam. 
e. Manager utama 
Tugasnya antara lain : 
1. Menjabarkan kebijak sanaan umum BMT yang telah disetujui 
pengurus, dan untuk hal-hal prinsip disetujui oleh pengawas 
atau rapat anggota. 
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2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT dan 
rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada 
pengurus yang selanjutnya dibawa pada rapat anggota. 
3. Menyusun dan meminta persetujuan pengurus tentang 
pembukaan rekening bank da penandatanganan rekening 
simpanan BMT pada bank secara bersama-sama. 
4. Membuat laporan secara periodic kepada pengurus. 
5. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan tingkat 
kesehatan BMT secara periodic kepada pengawas Managemen. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah Rp. 
150.000.000,- dan lebih dari jumlah tersebut dengan 
persetujuan rapat pengurus. 
2. Mengaajukan usaha produk baru pembiayaan dan tabungan. 
3. Mengusulkan promosi, demosi, dan pemberhentian pengelola.4 
f. Internal Auditor 
Tugasnya antara lain : 
1. Mengumpulkan data atau informasi mengenai pencatatan, 
klasifikasi, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 
neraca, daftar labaa/rugi, aruskas, perubahan modal CAR, serta 
laporan lain yang diperlukan. 
                                                             
4
RAK (RapatAnggotaKerja) KJKS BMT Tumang 2011. 
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2. Memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur 
koperasi benar-benar diteliti.  
3. Memastikan bahwa semua harta milik koperasi telah 
dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.  
4. Menerima pemberitahuan tentang adanya  proses nota 
debet/nota kredit. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Dapat menggunakan fungsi pengawas sebagai alat kontrol 
mekanisme operasional.  
2. Memeriksa semua catatan koperasi,harta milik danhutang-
hutang, memeriksa semua tingkat manajemen. 
3. Meminta data atau informan yang berkaitan dengan hal audit 
kepada manajemen koperasi. 
4. Meminta fasilitas kebagian umum untuk kebutuhan audit 
seperti ATK 
5. Menertibkan laporan keuangan persetujuan pimpinan untuk 
keperluan publikasi.
5
 
g. Manager operasional 
Tugasnya antara lain : 
1. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service 
excellence) kepada mitra atau anggota KJKS BMT Tumang. 
                                                             
5Ibid., 
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2.  Terevealuasi dan terseleseikannya seluruh permasalahan yang 
ada dalam operasional KJKS BMT Tumang. 
3. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan 
pembiayaan dan laporan penghimpunan dana secara lengkap, 
akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan 
periode yang dibutuhkan. 
4. Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat 
manajemen dan operasional. 
5.  Terselenggarakannya seluruh aktivitas rumah tangga KJKS 
BMT Tumang. 
6. Terselenggarakannya absensi kehadiran karyawan dan 
dokumentasi hasil penilaian seluruh pengelola serta pengajuan 
gaji.  
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang. 
2. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam 
batas wewenang.  
3. Melakukan control terhadap kehadiran pengelola 
4. Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional. 
5. Menyetujui pemotongan biaya yang memegang tanggung 
jawab dana KJKS 
h. Manager marketing 
Tugasnya antara lain : 
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1. Tercapainya target marketing baik funding mupun lending 
2. Terselenggarakannya rapat marketing dan terselesaikannya 
permasalahan dan tingkat funding. 
3. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing. 
4. Pengarsipan bukti nota debet dan nota kredit. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada 
manager utama. 
2. Menentukan target funding dan lending bersama dengan 
manager utama 
3. Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing. 
4. Melakukan penilaian terhadap marketing.6 
i. Manajer Cabang  
Tugasnya antara lain: 
1. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui 
Manajer Utama. 
2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT cabang 
dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada 
Manajer Utama. 
3. Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang 
pembukuan Rekening Bank dan penandatanganan Rekening 
Simpanan BMT cabang pada Bank secara bersama-sama. 
                                                             
6
RAK (RapatAnggotaKerja) KJKS BMT Tumang 2011. 
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4. Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang 
peraturan wewenang „Komite Pembiayaan‟. 
5. Menandatangani permohonan keanggotaan luar biasa dan 
memberi persetujuan menolak permohonan, menggunakan 
formulir-formulir dan dokumen-dokumen lain dalam transaksi 
BMT cabang. 
6. Mengajukan usuk kepada Manajer Utama tentang jenis atau 
produk baru untuk disetujui penggunaannya. 
7. Mengusulkan penambahan, pengangkatan, pemberhentian 
pengelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional 
BMT cabang. 
8. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-
biaya harian BMT cabang. 
9. Bertanggungjawab terhadap harta kekayaan BMT cabang agar 
terlindungi dari penyelewengan, pencurian dan kerusakan. 
10.  Membuat laporan secara periodik kepada Manajer Utama. 
Wewenangnya antara lain: 
1) Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah RP.  
2) 25.000.000,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus 
mendapatkan persetujuan Manajer Utama. 
3) Mengajukan usulan pokok baru pembiayaan dan tabungan. 
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4) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian 
Pengelola BMT cabang.
7
 
j.  Marketing (pemasar) 
Tugasnya antara lain: 
1. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk 
BMT. 
2. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan 
mendatang pada akhir pekan berjalan. 
3. Mengatur rute kunjungan harian. 
4. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk 
funding, finance dan konfirmasi pada Manajer Cabang. 
5. Melakukan pendataan anggota potensial, baik nama-nama 
perseorangan atau pimpinan kelompok tertentu potensial 
yang akan dikunjungi. 
6. Melakukan pembinaan hubungan baik dengan anggota 
melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi bisnis, bimbingan 
pengelolaan keuangan, dan dilakukan pencatatan. 
7. Memastikan pelaksanaan implementasi funding dan finance 
secara individual sesuai target. 
8. Memastikan efektifitas pengadilan piutang dengan 
konfirmasi pada blok sistem yang ditanggunggugati 
masing-masing. 
                                                             
7
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9. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan 
kepada Manajer cabang. 
10.  Menyimpan dokumen terkait sesuai dengan standar baku. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Mengusulkan strategi pemasaran untuk jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
2. Melakukan negoisasi bagi hasil kepada anggota sesuai 
dengan kebijaksanaan pemasaran.
8
 
k.  Teller atau Kair 
Tugasnya antara lain: 
1. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan 
maupun penyetoran  (simpanan atau angsuran). 
2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari. 
3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang 
telah disetujui oleh Manajer cabang. 
4. Menandatangani formulir serta slip dari anggota dan yang 
mendokumentasikannya. 
5. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari kepada Manajer 
Cabang. 
6. Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan kebagian 
akuntansi. 
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7. Menyerahkan uang sisa transaksi (setelah dikurangi saldo 
kas) ke Manajer Cabang. 
8. Menjamin kelengkapan bukti transaksi harian. 
9. Memastikan kecocokan kas riil dengan catatan 
penerimaan kas harian 
10. Menyimpan saldo minimum sesuai ketetapan Manajer 
Cabang. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Mengatur pola administrasi yang efektif. 
2. Mengajukan pengeluaran kas kepada Manajer Cabang. 
3. Menunda penarikan simpanan bila persyaratan yang 
ditetapkan kurang. 
4. Mengeluarkan dana operasional.9 
l. Kepala Divisi Maal 
Tugasnya antara lain: 
1. Menyiapkan konsep pengelolaan baitul maal secara tepat 
yang disesuaikan dengan kondisi ummat yang ada 
disetiap lingkungan dengan tetap mengacu pada kaidah 
baku syariah Islam, dan menjadikan sebagai dari dakwah. 
2. Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar 
setiap transaksi tercatat dengan baik, rapi, dan dapat 
dipertangung jawabkan. 
                                                             
9
SOP (Standar Operasional Prosedur) KJKS BMT Tumang. 
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3. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal, serta 
membuat laporan secara teratur kepada Manajer Utama 
atau donatur bila diperlukan. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Menghubungi anggota masyarakat untuk dakwah. 
2. Menetapkan pendistribusian Maal kepada yang berhak. 
m. Kepala Bidang Personalia  
Tugasnya antara lain : 
1. Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan 
eksternal KJKS atau koperasi. 
2. Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data 
karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan, 
pendidikan, pelatihan, karir, dan hubungan antar karyawan. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal umum 
2. Melakukan pencairan dana untuk kebutuhan pengadaan 
inventaris kantor. 
n. Staff Adm dan Keuangan 
Tugasnya antara lain : 
1. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan 
bulanan. 
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2. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan 
profitabilitas atas BMT yang dibahas pada pertemuan 
bulanan dengan pengurus maupun Manajer. 
3. Memeriksa anggaran yang diajukan Manajer sebelum 
disetujui untuk dimintakan persetujuan pengurus. 
4. Mengatur dalam pengeluaran kebutuhan di setiap cabang 
meliputi : buku simpanan, slip setoran, slip angsuran, 
akad, warkat, dll. 
5. Memastikan ketepatan penyampaian laporan keuangan. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi 
akuntansi apabila tidak sesuai dengan kebutuhan. 
2. Mengusulkan kebijakan keuangan BMT.10 
o. Staf TI 
Tugasnya  : 
1. Menjamin kondisi software dan hardware di semua 
cabang dalam kondisi baik, dan tanpa masalah. 
2. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap hardware 
(komputer, printer, cpu, nettbook, dan jaringan) di 
cabang dan di pusat. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengusulkan program baru 
                                                             
10
SOP (Standar Operasional Prosedur) KJKS BMT Tumang. 
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2. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi 
dan teknologi apabila sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 
p. Staf Maal 
 Tugasnya antara lain : 
1. Mengupayakan penggalian dana dari masyarakat 
(aghnia‟) dalam hal zakat, infaq dan shodaqoh. 
2. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal. 
3. Mengupayakan pengembangan sumber dana Maal. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengatur pola pendistribusian dana Maal. 
2. Mengajukan anggara kepada Manajer Utama untuk 
kebutuhan dana Maal. 
q. Customer Service  
Tugasnya antara lain : 
1. Memberikan pelayanan paripurna kepada anggota sesuai 
dengan tugas dan kewenangannya. 
2. Memberikan informasi kepada anggota baik penarikan 
maupun penyetoran (simpanan atay angsuran).
11
 
Susunan pelaksanaan harian BMT Tumang Surakarta terdiri dari: 
 
                                                             
11Ibid 
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Manager  Aris Gunawan, ST 
Marketing Finance Agung 
Arif 
Marketing Funding Budi 
Rina 
Teller  Arum 
Back Office Shada 
 
5. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BMT: 
a. Badan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan penerapan 
konsep syari‟ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam 
bidang syari‟ah adapun tugas ini dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syari‟ah. 
b. Badan Pendiri BMT yaitu ketua Baitul Tamwil yang mendampingi dan 
mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan operasional baitutamwil. 
c. Badan Pengelola dilakukan oleh Manajer BMT yang telah dipilih oleh 
Badan Pendiri yang berwenang memimpin jalannya BMT sehingga sesuai 
dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang 
telah digariskan oleh Dewan Pengawas Syari‟ah. 
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6. Produk-produk BMT Tumang 
Produk BMT Tumang meliputi beberapa macam yaitu:
12
 
1. Simpanan  
a. Simpanan Mudha>rabah Al Mutla>qah (Simpanan suka rela)   
Simpanan Mudha>rabah Al Muthla>qah adalah Simpanan 
berdasarkan kaidah syari‟ah mudhar>abah al-muthla>qah, dimana 
mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT TUMANG untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk 
pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada 
anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari 
pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah 
(bagi hasil) yang disepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil 
sewaktu-waktu. 
b. Simpanan Mudha>rabah Berjangka (Deposit) 
Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) adalah 
Simpanan berdasarkan kaidah syari‟ah mudha>rabah al-muthla>qah, 
dimana mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT 
Tumanguntuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam 
bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat 
pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari 
                                                             
12 BMT Tumang, http://www.bmttumang.com// diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 
10.00 WIB.  
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pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi 
hasil) yang disepakati di awal. 
c. Simpanan Mudha>rabah Masa Depan 
Simudamapan adalah Produk Simpanan di BMT TUMANG 
dengan prinsip akad mudha>rabah mutla>qah, yaitu perjanjian 
mudha>rabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi 
tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus untuk 
kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. 
2. Pembiayaan 
a. Pembiayaan Investasi 
Transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2 
jenis transaksi, yakni Mudha>rabah dan Musya>rakah. 
- Mudha>rabah: adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara 
pihak pemilik dana (sahi>bul maa>l) sebagai pihak yang 
menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak 
pengelola modal (mudha>rib), untuk diusahakan dengan 
porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan 
kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan 
kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali 
jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak 
pengelola dana (mudha>rib),seperti penyelewengan, 
kecurangan, dan penyalagunaan dana.Akad kerjasama 
Mudha>rabah ini dibedakan dalam 2 jenis, yakni :Mudha>rabah 
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Muthla>qah, akad ini adalah perjanjian mudha>rabah yang tidak 
mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), 
misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan 
kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-
ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan 
kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan 
investasinya. Mudhar>abah Muqa>yyadah, akad ini 
mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus 
dipenuhi dan dijalankan oleh sipengelola dana yang berkaitan 
dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya 
(investasi yang terikat). 
- Musya>rakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan 
antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya 
dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai 
hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha 
tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan 
modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musya>rakah 
dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan 
pembagian keuntungan. 
b. Pembiayaan Jual Beli 
Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam 
Islam,antara lain adalah : 
- Muraba>hah  
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Adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) 
dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya 
adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang 
dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya.Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati 
bersama, dapat secara langsung ataupun secara 
angsuran.Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini 
disebut dengan Bai’ Bitsaman Ajil. 
- Salam  
Adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan 
cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih 
dahulu atas barang yang dipesan/ diinginkan dan melakukan 
pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara 
pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang 
keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) 
sebelum barang yang dipesan/ diinginkan diterima kemudian. 
(Penghantaran barang/ delivery dilakukan dengan cara 
ditangguhkan). 
- Istisna 
Adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu 
pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu 
barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat 
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(produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan 
baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, 
akad ini menjadi akad Ujrah (Upah) 
c. Pembiayaan sewa  
Selain pembiayaan investasi dan jual-beli, dari KJKS BMT 
Tumang juga menyediakan produk Pembiayaan Jasa atau Sewa 
yang terdiri dari Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Muntahiyah 
Bittamlik. Adapun penjelasan dari kedua produk tersebut yaitu, 
Ijarahadalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah 
asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) 
adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli 
(Ija>rah wa> Iqti>na) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi> tamlik 
adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. 
d. Pembiayaan qardh 
Pinjaman Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang 
lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh 
dikatagorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu 
dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan 
tanggung-jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat 
memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu 
penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk 
mendapatkannya.  
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Secara Syari‟ah peminjam hanya berkewajiban membayar 
kembali pokok pinjamannya, walaupun syari‟ah membolehkan 
peminjam untuk untuk memberikan imbalan sesuai dengan 
keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qardh tidak 
diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.  
 
 
B. Akad Pembiayaan Musya>rakah di BMT Tumang Cabang Surakarta. 
1. Pengajuan Pembiayaan  
Pada tahap ini nasabah datang langsung ke BMT untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan musya>rakah. Dari pengajuan permohonan 
pembiayaan musya>rakah tersebut nasabah mengisi formulir 
permohonan pembiayaan. Dimana dalam formulir tersebut terdapat 
data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk 
wirausaha, nasabah menjeleskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. 
Data jaminan, yang menjadi jaminan dalam pembiayaan musya>rakah. 
Seperti contohnya jaminan tersebut berupa BPKB kendaraan, atau 
tanah, rumah, kantor atau toko. Kemudian formulir tersebut 
diserahkan kepada BMT berserta kelengkapan administrasi seperti 
KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan ATM dan dokumen 
pendukung lainnya).
13
 kemudian formulir tersebut diserahkan kepada 
                                                             
13Aris Gunawan, Manager BMT Tumang Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, 10 
Agustus 2018, jam 09.55 – 11.00 WIB 
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marketing yang menanganinya berserta dengan syarat-syaratnya untuk 
kemudian di proses lebih lanjut. 
2. Pemeriksaan 
Setelah nasabah telah melengkapi semua persyaratan administrasi. 
Selanjutnya pihak BMT menindaklanjuti pengajuan pembiayaan 
dengan mensurvey ke tempat nasabah dengan melakukan identifikasi 
melalui pihak ketiga (tetangga terdekat nasabah). Survey tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk data-data atau informasi yang terkait 
pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi 
pinjaman atau belum. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap 
anggunan serta kelayakan terhadap usaha nasabah.
14
 Ketika Survey 
yang dilakukan pihak BMT ada 2 macam yaitu survay tempat tinggal 
dan survey tempat usaha nasabah. Ketika mensurvey tempat tinggal 
pihak BMT akan mencari data melalui pihak ketiga yaitu kerabat atau 
tetangga yang mengetahui katakter dari calon nasabah. Kemudian 
survey ke tempat usaha calon nasabah. Dari survey tersebut kemudian 
pihak BMT melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan yang 
diajukkan nasabah dengan menggunakan 5C (character, capacity, 
capital, commitmen, dan collateral). Dari survey dan analisa tersebut 
dapat diketahui layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan 
pembiayaan. Dalam Analisa yang memutuskan nasabah tersebut 
                                                             
14
Ibid 
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mendapatkan pembiayaan adalah dengan hasil musyawarah pihak 
komite. 
3. Persetujuan pembiayaan  
Setelah pihak BMT mendapatkan data-data dari lapangan kemudian 
pihak komite dan pengelolanya menganalisa dan memusyawarahkan 
hasil survey yang telah dilakukan. Setelah adanya penganalisa dan 
musyawarah baru diambil keputusan apakah pembiayaan yang 
dilakukan oleh nasabah diterima atau ditolak. Jika pembiayaan tersebut 
diterima maka pihak BMT menyimpan berkas-berkas yang 
dibutuhkan. Kemudian pihak BMT menentukan besarnya pembiayaan 
yang akan diberikan dimana besarnya tersebut disesuaikan dengan 
keadaan dilapangan dan kemudian menentukan jadwal dilaksanakan 
akad.
15
 
4. Keputusan  
Dalam mengambil keputusan calon nasabah tersebut diterima atau di 
tolak. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah komite yang 
terdiri dari komisaris, direksi, admin legal dan marketing penyaji. 
Setelah permohonan pembiayaan musya>karah telah disetujui dalam 
musyawarah komite, maka admin legal segera membuat akad 
musya>rakahantara BMT dan calon nasabah yaitu untuk pengikat 
persetujuan serta untuk penentuan besarnya bagi hasil. Dalam akad 
musyarakah pihak BMT kepada calon nasabah ketentuan-ketentuan 
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 Ibid 
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yang terdapat dalam akad pembiayaan. Dimana dalam akad tersebut 
adanya suatu jaminan untuk suatu kehati-hatian pihak BMT terhadap 
calon nasabah. Setelah memenuhi semua biaya administrasi, notaris, 
materai maka nasabah diminta untuk membuka rekening barulah 
pencairan dilakukan. 
C. Sistem bagi hasil  
Bagi hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagai suatu bentuk 
kerjasama usaha antara nasabah dengan pihak bank sebagai mitra kerja. 
Keuntugan usaha secara musya>rakah dibagi menurut kesepakatan yang 
telah dibuat diawal perjanjian. Dalam pelaksanaan pembiayaan 
musyarakah di BMT Tumang Cabang Surakarta tidak menggunakan 
prinsip bunga tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. Pembagian 
keuntungan sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah yang 
presentasenya ditetapkan di awal perjanjian.
16
 Dalam menentukan bagi 
hasil adanya tawar menawar antara nasabah dengan pihak bank. Dalam 
bagi hasil terdapat dua metode profit sharing dan revenue sharing. 
Dalam pembiayaan musyarakah bagi hasil di BMT Tumang yang 
digunakan yaitu dengan metode revenue sharing. 
A. Hak Dan Kewajiban 
1. Hak dan kewajiban nasabah (mitra kerja) 
a. Hak nasabah (mitra kerja)  
1) Memperoleh modal dari bank  
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Sadah, Aministrasi, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2018, jam 09.00-10.00 WIB 
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2) Berhak untuk memperoleh konsultasi dengan bank mengenai suatu 
permasalahan atau kendala dalam suatu usahanya  
3) Berhak membuat laporan keuangan untuk setiap bulannya.  
4) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kesepakatan  
b. Kewajiban nasabah (mitra Kerja)  
1) Setiap bulan harus melaporkan laporan keuangan usaha nya kepada 
pihak BMT 
2) Setiap bulan harus membayar bagi hasil yang telah disepakati.  
3) Menggunakan modal usaha sesuai dengan akad perjanjian.  
4) Berkewajiban menanggung kerugian apabila kerugian terjadi akibat 
kelalaian oleh mitra kerja.  
2. Hak dan Kewajiban BMT17 
a. Hak BMT 
1) Menyediakan dana yang diperlukan oleh nasabah.  
2) Memperoleh pendapatan bagi hasil dari nasabah setiap bulannya.  
3) Melihat laporan keuangan dari mitra kerja setiap bulannya.  
4) Berhak untuk melakukan pengawasan.  
b. Kewajiban BMT 
1) Menyerahkan modal kepada mitra kerja (nasabah) yang telah di setujui 
pengajuan pembiayaannya.  
2) Membantu kesulitan nasabah atas penggunaan dana yang bersifat 
produktif.  
                                                             
17Aris Gunawan, Manager BMT Tumang Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, 10 
Agustus 2018, jam 09.55 – 11.00 WIB 
1 
 
 
BAB IV 
ANALISIS 
Pelaksanaan Akad  Pembiayaan Musya>rakah Di KSPPS BMT Tumang 
Cabang Surakarta Dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 
Berdasarkan hasil penelitian di BMT Tumang Cabang Surakarta dapat 
diketahui pelaksanaan akad pembiayaan musya>rakah, yang kemudian akad 
dipadukan dengan buku-buku yang mengkaji tentang akad pembiyaan 
musya>rakah. Dan untuk menganalisa hal-hal tersebut, maka penulis menggunakan 
ukuran-ukuran sebagai berikut. 
A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musya>rakah di tinjau dari segi akad 
Musya>rakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang 
mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak 
mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang 
dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan 
akad mudharabah, dengan presentase tertentu, keuntungan 
tertentu,keuntungan dibagi sesuai yang tertulis di akad dan kerugian di 
tanggung bersama. 
Dilihat dari syarat pada proses pembiayaan musyarakah seperti di 
BMT Tumang Cabang Surakarta bebas dari unsur riba karena dalam 
penentuan nisbah dilakukan bersama-sama antara para mitra. Dari segi 
akad kedua belah pihak dalam melakuan akad atau perjanjian telah 
memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian dimana yang pertama adanya 
kebebasan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kedua, persamaan atau 
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kesetaraan dimana dalam melakukan akad kedua belah pihak mempunyai 
kedudukan yang sama dalam menentukan bagi hasil dalam perjanjian. 
Ketiga, keadilan dalam suatu akad. Meskipun dalam akad tersebut 
keduanya tidak sama, maka harus ada keadilan dalam suatu akad sebagai 
contohnya adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keempat, 
adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi wujudnya dalam 
kata sepakat dalam akad tersebut. Kelima, adanya kejujuran dan kebenaran 
dalam isi akad agar tercapai tujuan suatu akad tersebut. Keenam, adanya 
kemanfaatan suatu perjanjian tersebut seperti kemanfaatan untuk 
membantu nasabah dalam melakukan usaha dengan memberikan 
pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang Cabang 
Surakarta¸ tertulis bahwa dalam perjanjian akad pembiayaan 
musyarakahantara para mitra dibuat perjanjian baku untuk memperkuat 
suatu perjanjian pembiayaan tersebut. 
Objek akad pada pembiayaan musyarakah yaitu modal, kerja, 
keuntungan dan kerugian. modal yang diberikan haruslah uang tunai, 
emas, perak atau yang nilainnya sama. Objek kedua yaitu kerja, porsi kerja 
dalam pembiayaan musyarakah tidak harus sama, salah satu pihak boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. objek ketiga 
keuntungan. Sistem keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal 
akad, biasanya setiap akhir bulan nasabah melaporkan hasil usaha dalam 
bentuk laporan keuangan kepada pihak bank tetapi dalam kenyataannya 
nasabah tidak melaporkan laporan keuangan sehingga pihak bank bingung 
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dalam menentukan keuntungan setiap bulannya. Objek keempat kerugian. 
Apabila terjadi kerugian seharusnya ditanggung bersama sesuai dengan 
proporsional modalnya. Tetapi dalam kenyataannya pihak BMT tidak 
menanggung kerugian nasabah karena nasabah yang kurang terbuka 
dengan pendapatan, nasabah baru mau terbuka apabila terjadi bangkrut 
atau pailit.
1
 
B. Tinjauan Fatwa Nomor 8 DSN-MUI Tahun 2000  
Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dananya 
kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat 
bermanfaat bagi BMT dan nasabah. Dalam pembiayaan ada beberapa 
unsur yang sudah sesuai yaitu adanya dua pihak yang melakukan 
pembiayaan yaitu pihak bank dan pihak nasabah, adanya kepercayaan 
dalam pengelolaan usaha, adanya persetujuan atau janji dalam membayar. 
Adanya unsur waktu dan adanya unsur resiko. Dalam pelaksanaan  apakah 
perjanjian tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian 
pembiayaan atau belum penulis akan membahas beberapa hal 
kesesuainnya: 
a. Ijab dan Qabulnya Perjanjian harus tertulis 
Dalam pembiayaan musyarakah akad/ perjanjian harus tertulis, apabila 
hanya diucapkan ijab dan kabul takutnya nanti salah satu pihak akan lupa 
terhadap isi perjanjian. Untuk menghindari hal tersebut maka dibentuklah 
suatu perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis juga berguna apabila 
                                                             
1Aris Gunawan, Manager BMT Tumang Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, 10 
Agustus 2018, jam 09.55 – 11.00 WIB 
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adanya suatu masalah yang terjadi di salah satu pihak, maka dapat 
dijadikan sebagai suatu bukti perjanjian. 
b. Jaminan 
Pada prinsipnya dalam penyaluran pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari suatu penyimpangan pihak bank dapat 
meminta jaminan antara lain BPKB,Sertifikat Tanah dll. Jaminan ini dapat 
dicairkan apabila pengelola dana (nasabah) terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak disepakati bersama dalam akad. 
Pelaksanaan perjanjian antara BMT dengan para nasabah telah sesuai 
dengan prinsip perjanjian pembiayaan yang menyertakan jaminan dalam 
pembiayaan. Apabila angsuran nasabah bermasalah atau macat maka pihak 
BMT mengambil jaminan dan kemudian dilelang apabila nasabah tidak 
dapat mengembalikan modal usaha bersama tersebut. Hasil lelang tersebut 
apabila terdapat uang sisa dalam pelunasan pembiayaan maka 
dikembalikan kepada nasabah. 
c. Kerja dan kewajiban para mitra 
Dalam prinsip bagi hasil, mengetahui hak dan kewajiban dalam suatu 
perjanjian pembiaayan merupakan hal yang penting agar tercapainya suatu 
tujuan pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah dapat 
tercermin dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak 
bank dan pihak nasabah (mitra kerja). Penerapan yang diterapkan oleh 
BMT Tumang kurang sesuai dengan prinsip syariah. Karena adanya hak 
dan kewajiban antara kedua belah pihak yang tidak terpenuhi seperti hak 
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bmt menerima laporan keuangan dari nasabah dan kewajiban nasabah 
memberikan laporan keuangannya setiap bulannya. 
d. Keuntungan.  
Sistem keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal akad, 
biasanya setiap akhir bulan nasabah melaporkan hasil usaha dalam 
bentuk laporan keuangan kepada pihak BMT. 
e. Kerugian.  
Apabila terjadi kerugian seharusnya ditanggung bersama sesuai dengan 
proporsional modalnya. Tetapi dalam kenyataannya pihak BMT tidak 
menanggung kerugian nasabah karena nasabah yang kurang terbuka 
dengan pendapatan, nasabah baru mau terbuka apabila terjadi bangkrut 
atau pailit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Tumang 
Cabang Surakarta. 
a. Dalam pembuatan akad pembiayaan musyarakah sudah sesuai 
dengan hukum Islam karena adanya ijab kabul dan juga dalam 
akad tersebut telah memenuhi asas-asas perjanjian. 
b.  Sistem bagi hasil yang digunakan oleh BMT Tumang Surakarta 
di tentukan di awal sesuai proporsional modalnya. 
c. Hak dan kewajiban para pihak yang berakad, adanya suatu hak 
dan kewajiban antara para pihak yang tidak sesuai kesepakatan 
diantaranya pihak nasabah yang enggan membuat laporan 
keuangan perbulan. 
2. Menurut (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad 
pembiayaan musya>rakah) 
a. Dalam ijab dan kabulnya sudah sesuai dengan fatwa tersebut 
karena adanya kehendak untuk apa melakukan pembiayaan 
tersebut. Para pihak yang berkontrak juga cakap hukum. 
b. Objeknya sudah sesuai dengan fatwa karena modal dalam 
bentuk uang tunai. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan 
 
 
merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Dan adanya 
penjelasan kedudukan masing-masing pihak dalam kontrak. 
c. Keuntungan. Dalam pembagian keuntungan sudah sesuai 
dengan fatwa dimana adanya pembagian keuntungan sesuai 
porsi modal yang digabungkan. Dan sistem pembagian 
keuntungan sudah dituangkan begitu jelas di akad/perjanjian. 
d. Kerugian sesuai dengan fatwa dan akad perjanjian dimana 
dalam akad telah disebutkan apabila terjadi kerugian akibat 
kelalaian mitra atau adanya penyelewengan dalam akad 
perjanjian maka kerugian di tanggung oleh mitra kerja. 
B. Saran 
1. BMT Tumang Cabang Surakarta diharapkan mengadakan 
pemantauan yang berkala terhadap pembiayaan nasabah agar 
mengurangi terjadinya kelalain dengan melakukan silahturami 
kepada nasabah, pembinaan tentang amanah dan kepercayaan. 
2. Diharapkan BMT Tumang Cabang Surakarta lebih optimal 
melakukan manajemen lembaga keuangan syariah agar tercapai 
kesejahteraan dan kemaslahata umat dalam bidang perekonomian 
yang berdasarkan prinsip syariah. 
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HASIL WAWANCARA 
 
 
      Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Manager BMT Tumang 
Cabang Surakarta Bapak Aris Gunawan. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018 di 
Kantor BMT Tumang Cabang Surakarta. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sebelumnya terima kasih 
telah meluangkan Waktunya untuk saya wawancarai. Begini pak,berhubung penelitian saya 
tentang objek akad pembiayaan musyarakah maka saya pertama saya akan menanyakan: 
1. Bagaimana perkembangan nasabah dan produk pembiayaan musyarakah di BMT 
Tumang Cabang Surakarta ini? 
Perkembangannya baik, dari tahun ketahun nasabah semakin bertambah. 
2. Untuk saat ini berapa jumlah nasabah/anggota pembiayaan musyarakah tersebut? 
Untuk keseluruhan sudah mencapai 300 nasabah. Kalau untuk anggota yang 
menggunakan pembiayaan Musyarakah yaa sekitar 20%nya. 
3. Mengenai syarat dan prosedur, bagaimana syarat dan prosedur untuk pembiayaan 
musyrakah di BMT Tumang Cabang Surakarta? 
Nanti bias dilihat di berkas maupun brosur itu, ada beberapa prosedur untuk jadi nasabah 
dulu. Terus nanti ngisi formulir permohonan untuk pembiayaan musyarakah, isinya 
identitas biasa terus menyangkut dana yang mau diajukan itu berapa,untuk usaha 
apa,sama yang terpenting jangkanya. Iya jangka waktu untuk menggunakan modal itu. 
4. Bagaimana proses akad pembiayaan musyarakah? 
Ya prosesnya sperti yang saya jelaskan tadi, stelah itu kalua sudah beres kita buat 
akadnya. 
5. Kalua boleh tahu bagaimna dasr berlangsungnya diadakannya akd si BMT Tumang 
Cabang Surakarta? 
Dasarnya atas adanya permohonan dari nasabah pembiayaan itu,terus tentunya kami dari 
pihak BMT menjelaskan maksud atau guna pembiayaan musyarakah dari BMT sini 
apa,udah semua setuju ya langsung di adakan akad. 
6. Bagaimana objek akad dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang Cabang 
Srakarta? 
Modal seperti yang saya jelaskan pertama tadi,sedangkan bagian keuntungan setiap pihak 
ditetapkan sesuai dengan bagian atau prenstase. Pembagian hasil usaha atau keuntungan 
dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Nisbah bagi 
hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjanag jangka waktu investasi, kecuali 
atas dasar kesepakatan para pihak karna pada awal hal itu pasti selalu sudh di 
informasikan sebelum nasabah tanda tangan setuju. 
7. Apakah ada jaminan yang diberikan baik dari pihak BMT maupun dari pihak pemohon? 
Ada, biasanya ya surat BPKB,tanah juga bias, alasannya biar ada kepercayaan saja. 
8. Bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak jika usaha mengalami kerugian? 
Biasanya dalm sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan 
berakhir sehingga dengan habisnya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, 
kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Terus kalau pihak yang bersangkutan 
dalam akad meninggal sama pada saat ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan 
perjanjian dan usahanya berhenti secara tidak langsung akadnya perjanjian berhenti. 
9. Lantas bagaimna susunan akad pembiayaan musyrakah di BMT Tumang Cabang 
Surakarta? 
Kalua mau lihat isinya, pasal-pasalnya apa saja yang ada didalamnya nanti saya 
perlihatkan. 
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